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ABSTRACT

This thesis is entitled WTO’s National Treatment Principle (A Case Study on Trade Dispute of WTO DS477 / DS478 Indonesia – Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products). World Trade Organization, as an organization and an international trade regime, has any regulation in its trade agreement that is bonding to its member countries, including Indonesia. In 2014, Indonesia was involved in trade dispute with United States of America and New Zealand because Indonesian foreign trading policy governs agricultural trading particularly Horticultural Product, Animal and Animal Product import considered as adverse and breaking WTO’s National Treatment principle. This research aimed to explain the enactment of National Treatment principle justifiable or not justifiable by WTO panel during the session. The research method used was a quantitative research; technique of collecting primary data used was interview with RI’s Trading Ministry and library research on book, journal or document relevant to the study. The theories employed were International Organization, International Regime, and Trading Liberalization. The result of research showed that WTO panel, in this case, declined to enact this principle as the infringement by Indonesia; it proved that there was a difference of interpretation on national treatment principle between United States of America and New Zealand to maintain their national interest, so did Indonesia. The conclusion was that the main problem of this dispute was different interpretation on WTO agreement as the trading instrument among WTO’s member countries in protecting their national interest.  
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PENDAHULUAN

Negara-negara membentuk suatu organisasi  yang bertujuan  untuk menyampaikan aspirasi dan tujuan masing-masing serta menghimpun seluruh negara di dunia dalam sistem kerjasama yang terdapat organ-organ yang mampu mencegah atau menyelesaikan sengketa yang terjadi, agar batas nasional dapat dilewati maka dibentuk organisasi politik sentral yang dilengkapi  sarana paksaan atau persuasi terhadap negara demi terlaksananya tujuan tersebut. Tanggal 1 Januari 1995 adalah lahirnya rezim perdagangan dunia baru yakni ditandai dengan berdirinya organisasi internasional, forum perundingan, tata hukum  dan sistem perdagangan multilateral  yang mengikat negara anggotanya disebut dengan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) yang secara khusus mengatur dan menangani masalah perdagangan internasional. 

Beberapa bidang yang diatur  dalam sistem perdagangan  WTO yaitu barang (termasuk pertanian), perdagangan jasa, dan hak cipta terkait perdagangan. Persetujuan WTO ini telah diratifikasi Indonesia dalam Undang-undang No 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement of Establishing WTO (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Sejak berdirinya WTO maka liberalisasi perdagangan dunia menjadi realitas baru dalam hubungan internasional, yang ditandai dengan  adanya penurunan tarif, penghapusan dukungan dukungan domestik, subsidi ekspor dan pembukaan akses pasar yang seluas-luasnya yang bisa memunculkan peluang sekaligus tantangan baru di bidang tata perdagangan dunia.

Terkait dengan keanggotaan di WTO, pada tahun 2014 Indonesia terlibat sengketa dagang dengan dua negara anggota WTO yaitu Amerika Serikat dan Selandia Baru terkait dengan kebijakan Indonesia yang mengatur impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan  dimana kebijakan tersebut dinilai telah melanggar dan tidak konsisten dengan ketentuan yang ada di WTO sehingga kasus sengketa dagang ini disebut DS477 dan DS478 Indonesia – Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products. Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah beberapa kali menggelar upaya konsultasi dengan  Amerika Serikat dan Selandia baru yaitu pada Februari tahun 2013, September tahun 2013 serta yang terakhir pada Juni tahun 2014 dimana adanya perbedaan pendapat antara Amerika Serikat dan Selandia Baru yang masih mengganggap bahwa kebijakan tersebut menghambat akses pasar mereka dan melanggar ketentuan WTO , namun disisi lain Indonesia menganggap kebijakannya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di WTO.  Adanya dua pandangan yang berbeda tersebut dan tidak adanya solusi yang memuaskan kedua belah pihak, maka kebijakan Indonesia kemudian digugat secara resmi ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Kebijakan Indonesia yang dipermasalahkan oleh negara penggugat diantaranya adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura, dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan yang dimana tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat Indonesia. Kebijakan ini dianggap melanggar salah satu ketentuan WTO yaitu prinsip National Treatment yang mewajibkan untuk memberikan perlakuan yang sama antara produk impor dari negara lain dengan produk lokal dalam negeri khususnya produk pertanian.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana berlakunya prinsip national treatment WTO terhadap  kasus sengketa dagang WTO DS477 / DS478 : Indonesia – Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products ?. Kemudian teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Internasional, Konsep Rezim Internasional dan Konsep Liberalisasi Perdagangan. Menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul International Organization : Third Edition (Clive Archer,2001:68) menjelaskan bahwa sebuah Organisasi Internasional memiliki tiga peran yaitu  sebagai Instrument (Alat pencapaian tujuan ), Arena atau forum tempat berkumpulnya para negara anggota yang berkepentingan serta sebagai Pihak yang membuat keputusan atau aktor.

 Serta menurut Clive Archer bahwa negara yang tergabung dalam sebuah organisasi memiliki tujuan yang sama agar kepentingannya dapat tercapai namun dalam proses untuk bisa mencapai tujuan tersebut dapat memicu kemungkinan yang timbul diantaranya adalah ketidaksamaan pendapat dengan negara anggota hingga dapat memicunya konflik dalam organisasi internasional (Archer, 2001:54). Konsep Rezim Internasional  yang dijelaskan oleh  J. Samuel Barkin dalam bukunya yang berjudul International Organization : Theories And Institutions menjelaskan bahwa rezim lebih mengarah untuk melihat ke aktor lain sebagai sumber hasil dalam politik internasional, dan efek apa saja yang ditimbulkan dari berbagai prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang terkait dengan organisasi internasional terhadap harapan dan perilaku negara ( Barkin, 2006:36). Serta liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan adanya  dengan penurunan tarif, penghapusan dukungan dukungan domestik, subsidi ekspor dan pembukaan akses pasar yang seluas-luasnya (www.economicshelp.org) Kemudian teori tersebut akan digunakan untuk membahas peran WTO sebagai organisasi internasional, lalu membahas WTO sebagai rezim perdagangan internasional yang memiliki peraturan yang mengikat negara anggotanya serta membahas efek dari praktek liberalisasi perdagangan WTO oleh Indonesia.  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana menurut Imam Gunawan dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik”  (Gunawan, 2014:80) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah analisis sebuah  proses yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan bertujuan mengembangkan konsep sensivitas pada masalah yang dihadapi serta mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Objek dalam penelitian ini adalah Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip national treatment WTO (Studi Kasus Sengketa dagang WTO DS477 / DS478 : Indonesia –Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Product). Penelitian ini dibatasi sampai pada keputusan sidang panel dari kasus tersebut karena kasus ini masih berlanjut ke tahap banding yang prosesnya hingga kini masih berjalan sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 

Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan dua informan dari Kementerian Perdagangan RI melalui Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional bagian Direktorat Perundingan Multilateral dimana informan pertama dari Sub Direktorat Perundingan HKI, Investasi, Lingkungan dan Pembangunan, lalu informan kedua Sub Direktorat Instrumen Perdagangan dan Penanganan Sengketa, Kemudian untuk sumber data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dimana peneliti mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik masalah yang akan diteliti yang di peroleh dari buku-buku yang terkait dengan masalah penelitian, jurnal, dokumen  dan beberapa artikel dari situs -situs internet resmi  yang datanya dapat dipertanggung jawabkan. Pada penelitian kualitatif, analisis data yang dilaksanakan selama proses penelitian dan diakhir penelitian yaitu, data reduction, data display dan  conclusion drawing / verification
HASIL DAN PEMBAHASAN
World Trade Organization

WTO telah dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 dimana dalam sejarahnya cikal bakal WTO adalah pada GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Yang kemudian melalui putaran uruguay membahas adanya 15 subjek salah satunya adalah pertanian, tarif dan hambatan non-tariff dan berakhir di Jenewa serta kemudian persetujuan untuk meresmikan WTO mulai dilakukan. WTO mengusung perdagangan liberal yang diatur dalam sebuah kesepakatan yang memiliki peraturan dasar dalam perdagangan internasional sebagai bukti  dari perundingan yang telah disepakati oleh negara-negara anggota. Ketentuan tersebut  adalah hasil kesepakatan dari seluruh negara anggota WTO yang bersifat mengikat untuk patuh pada seluruh aturan yang telah disepakati.WTO sebagai organisasi internasional memiliki peran yang pertama sebagai alat pencapaian tujuan karena WTO dibentuk dari adanya kesepakatan dari negara-negara yang awalnya tergabung dalam GATT untuk mencapai tujuannya untuk memacu arus perdagangan antarnegara yaitu dengan cara mengurangi hambatan yang dapat menjadi gangguan kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. 

Kedua adalah WTO sebagai arena atau forum , WTO selaku sebuah organisasi internasional bisa menjadi sebuah forum untuk bertemunya seluruh negara anggota WTO untuk berdiskusi ,berdebat, bekerjasama atau saling berbeda pendapat, terlihat dari adannya suatu putaran perundingan perdagangan untuk membuat sebuah kesepakatan perdagangan mengenai sektor-sektor tertentu namun tetap ada kendala karena adanya perbedaan pendapat oleh beberapa negara anggota. Ketiga adalah WTO sebagai aktor atau sebagai pembuat keputusan sebagai organisasi antar pemerintah yang dikelola oleh para pemerintah negara anggotanya  sehingga  sistem pengambilan keputusan yang ada di WTO  ditentukan dari hasil kesepakatan dari seluruh anggota berdasarkan konsesus. 

Dalam buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri yang berjudul Sekilas WTO World Trade Organization Edisi Ketujuh (2013:5) WTO memiliki prinsip non-diskriminasi yaitu Most Favoured Nation dan National Treatment Khususnya mengenai national treatment yang dijelaskankan oleh Sulistyo Widayanto dalam working paper yang berjudul Revitalisasi Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1994: Posisi dan Strategi Indonesia dalam Perdagangan Internasional (2015:23) bahwa Prinsip ini telah ada dalam tiga perjanjian utama WTO  yaitu pada pasal 3 GATT, pasal 17 GATS, dan pasal 3 TRIPs namun setiap persetujuan tersebut mempunyai perbedaan dalam implementasi prinsip yang dimaksud. Untuk pengenaan bea masuk terhadap barang impor bukan merupakan pelanggaran terhadap perlakuan nasional, bahkan jika produk-produk lokal tidak dikenakan pajak setara.  Indonesia memiliki alasan untuk bergabung dengan WTO yaitu  membutuhkan adanya organisasi yang memiliki sistem perdagangan dalam lingkup multilateral yang mampu membuka pasar secara adil,bebas dan terbuka kemudian alasan terpenting lainnya adalah dalam rangka mencapai kepentingan nasional dalam rangka  untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bukti bahwa Indonesia telah setuju dan terikat akan persetujuan yang ada di WTO adalah dengan adanya UU No.7 Tahun 1994 Tentang Persetujuan Pembentukan WTO.
Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Indonesia di Bidang Perdagangan Produk Pertanian 

Sebuah perkembangan rezim menurut J. Samuel Barkin adalah lebih mengarah pada aktor lain sebagai sumber hasil dalam politik internasional serta efek apa saja yang ditimbulkan dari berbagai prinsip, norma, peraturan dan prosedur pengambilan keputusan yang terkait dengan organisasi internasional terhadap harapan dan perilaku negara. seringkali ada perbedaan tujuan dari rezim internasional dengan kepentingan nasional suatu negara jika sudah tergabung dalam organisasi internasional. Rezim WTO memiliki tujuan yaitu membuka akses pasar melalui liberalisasi perdagangan namun tujuan itu bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia untuk mensejahterakan masyarakatnya, akibat adanya praktek liberalisasi perdagangan tersebut menimbulkan efek bagi Indonesia yaitu banyaknya produk impor pertanian khususnya produk hortikultura , hewan dan prodok hewan. Maka untuk melakukan proteksi Indonesia membuat kebijakan perdagangan luar negeri yang mengatur perdagangan produk pertanian yaitu Permentan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura atau biasa disebut RIPH yang kebijakan ini hanya mengatur impor produk hortikultura serta kebijakan impor ini untuk menjamin adanya penyediaan produk hortikultura dan melindungi petani di sektor hortikultura dalam negeri dan diharapkan dapat menjadi sebuah motivasi petani untuk meningkatkan produksi hortikultura. 

Kemudian Permendag Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura, dimana yang dimaksud hortikultura dalam kebijakan ini terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 bahwa hortikultura adalah segala hal yang berkaitan buah, sayuran, bahan obat nabati dan florikultura, termasuk di dalamnya seperti jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan bahan estetika. Dimana kebijakan  ini membahas mengenai syarat dan ketentuan apa saja yang harus dipenuhi oleh Importir Produsen Produk Hortikultura (IP) maupun Importir Terdaftar  Produk Hortikultura (IT), Impor hanya bisa dilaksanakan apabila telah memperoleh persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kebijakan selanjutmya adalah Permendag Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan yang menjelaskan ketentuan atau syarat serta jenis hewan dan produk hewan  apa saja yang harus dipenuhi supaya bisa melakukan impor .

Prinsip  National Treatment WTO Terhadap  Kasus Sengketa Dagang WTO DS477 / DS478  Indonesia – Importation Of Horticultural Products, Animals and Animal Products
Indonesia adalah  negara berdaulat  yang bebas dalam menentukan kebijakan perdagangan luar negerinya yang bertujuan untuk memberikan keuntungan dalam negeri , namun Indonesia telah memiliki komitmen dengan persetujuan perdagangan WTO dan sudah terikat dengan rezim perdagangan yang dimaksud. Hal itu menyebabkan adanya penyesuaian kebijakan perdagangan Indonesia agar tetap konsisten dengan kesepakatan perdagangan yang telah disepakati terutama aturan perdagangan multilateral WTO. Prinsip-prinsip dasar yang dimiliki oleh rezim WTO dalam setiap persetujuannya salah satunya adalah prinsip national treatment yang wajib memberikan perlakuan yang sama antara produk impor dari negara lain dengan produk lokal dalam negeri yang sejenis, sehingga kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia harus sesuai dengan prinsip tersebut dengan sifat dari prinsip ini yang juga mengikat maka  sebagai anggota WTO khususnya Indonesia seolah merasa tidak bebas dalam menetukan kebijakannya sendiri.  

Pada tanggal 8 Oktober 2015 panel resmi terbentuk dengan 14 negara anggota WTO sebagai pihak ketiga sedangkan adanya sidang yang pertama dari kasus ini telah dilakukan pada tanggal 1-2 Februari 2016 dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 13-14 April 2016 seperti yang tertera pada Report Of Panel WTO  (2016:19).  Dalam  kasus ini Indonesia dituduh memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan produk dalam negeri  daripada produk impor yang sejenis sehingga dianggap melanggar pasal III pada GATT 1994 yang membahasa pada prinsip national treatment serta tuduhan lainnya adalah Indonesia telah menerapkan larangan pembatasan kuantitatif atau quantitative restriction pada pasal XI GATT 1994  (pse.litbang.pertanian.go.id). 

Dalam persidangan kedua negara penggugat yakni Amerika Serikat dan Selandia Baru meminta  panel untuk menganalisa tuduhan pelanggaran terhadap Indonesia, termasuk bahwa Indonesia telah melanggar prinsip national treatment dengan menyatakan pada panel bahwa Indonesia hanya memperbolehkan produk hortikultura , hewan  dan  produk hewan yang diimpor hanya boleh dijual di restoran, catering dan perusahaan industri. Kemudian importir harus diwajibkan memiliki alat penyimpanan dingin serta diwajibkan bagi importir untuk memiliki alat angkut atau transportasi sendiri, Sehingga kedua negara tersebut merasa dirugikan karena adanya kewajiban yang harus dipenuhi agar bisa melakukan impor. Namun saat persidangan panel tidak meninjau tuduhan ini lebih lanjut karena tidak adanya bukti yang menyatakan bahwa Indonesia telah melanggar prinsip national treatment maka bisa dikatakan prinsip national treatment ini tidak bisa diberlakukan dalam kasus ini sebagai pelanggaran oleh Indonesia dalam kebijakan perdagangan luar negerinya. 

Seharusnya negara penggugat meninjau lagi ketentuan yang ada dalam Persetujuan WTO sebelum membuat tuduhan pelanggaran prinsip national treatment  WTO pada Indonesia, Menurut peneliti persoalan dalam kasus sengketa ini  adalah lebih pada bagaimana para negara anggota WTO menginterpretasikan seluruh isi dari perjanjian WTO sebagai instrument pemerintah bagi pemerintah dalam melindungi kepentingan nasionalnya. Kemudian WTO memutuskan untuk memenangkan gugatan dari dua negara penggugat terhadap Indonesia tentang adanya kebi jakan Indonesia yang dianggap membatasi impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan . berdasarkan laporan panel WTO terdapat 18 ketentuan dalam kebijakan perdagangan Indonesia yang dianggap melanggar ketentuan WTO serta gugatan yang dibenarkan oeh panel adalah bahwa kebijakan Indonesiatelah melanggar pasal XI:1 yang ada pada GATT 1994 yaitu “General Elimination of Quantitative Restrictions” yaitu tentang batasan kuantititatif yang merupakan batas eksplisit atau kuota pada jumlah barang yang dapat diimpor selama jangka waktu tertentu. Sehingga konsekuensi yang diterima akibat kalah dalam sengketa dagang ini  adalah bahwa Indonesia harus merubah 18 ketentuan yang dimaksud dalam kebijakannya agar sesuai dengan ketentuan di WTO sehingga hal ini bisa sejalan dengan peran organisasi internasional yang dijelaskan olej Clive Archer bahwa WTO memiliki peran sebagai pihak yang membuat keputusan. WTO memiliki wewenang dalam menentukan keputusan untuk membuktikan bahwa negara tersebut terbukti melanggar atau tidaknya dengan menganalisa bukti-bukti dari negara penggugat yang dapat diuji kebenarannya dengan ketentuan yang ada di WTO. 
Setelah Indonesia mengalami kekalahan dalam sengketa dagang ini,  Pemerintah Indonesia tidak tinggal dia begitu saja dalam menghadapi kekalahannya Indonesia merespon keputusan WTO dalam sidang panel tersebut dengan mengajukan banding pada Badan Banding WTO atau Appellatte Body untuk mempertahankan kebijakan ini  demi kepentingan nasional yang dimiliki oleh Indonesia dalam mensejahterakan masyarakatnya terkhusus bagi para petani lokal. Pemerintah Indonesia telah mengajukan permohonan untuk banding pada Appellatte Body pada tanggal 17 Februari 2017 seperti yang tercantum pada dokumen resmi WTO yaitu WT/DS477/11 dan WT/DS478/11 (DS477 & DS478) terkait interpretasi hukum yang dilakukan oleh panel dalam menganalisis sengketa (www.wto.org dan www.hukumonline.com) ini yang sudah tercantum sebelumnya pada Laporan Panel WTO yang dipublikasikan secara umum pada tanggal 22 Desember 2016 yang lalu. WTO memperbolehkan negara anggotanya yang sedang terlibat sengketa dagang untuk mengajukan banding apabila merasa keberatan atau tidak setuju dengan keputusan panel sebelumnya maka dengan cara tersebut Indonesia telah mengajukan untuk banding terhadap putusan WTO tersebut agar bisa mencapai kepentingan nasionalnya.
PENUTUP 

Indonesia sebagai negara anggota WTO tetap memiliki hak untuk memiliki kebebasan dalam membuat kebijakan perdagangannya terutama untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Karena Indonesia telah terikat dengan ketentuan WTO sehingga membuat Indonesia harus bisa menyesuaikan kebijakannya dengan peraturan WTO termasuk pada penerapan prinsip National Treatment dalam kebijakan perdagangan yang mengatur impor produk pertanian khususnya produk hortikultura, hewan dan produk hewan. Adanya perbedaan kepentingan terhadap satu negara dengan negara lain dengan tujuan dari rezim WTO yang saling bertentangan bertentangan membuat Amerika Serikat dan Selandia Baru menggugat Indonesia  ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO karena merasa dirugikan dan merasa dibatasi untuk melakukan impor ke Indonesia karena adanya kebijakan Indonesia tersebut dengan menyatakan beberapa tuduhan diantaranya adalah melanggar prinsip national treatment namun akhir dari keputusan panel untuk tuduhan national treatment  ini  adalah menolak untuk memberlakukan prinsip ini sebagai pelanggaran oleh Indonesia.

Setelah Panel WTO  menolak untuk memberlakukan prinsip national treatment  dalam  kasus ini maka panel WTO memutuskan untuk memenangkan gugatan dari AS dan Selandia Baru terhadap Indonesia. Bahwa Indonesia telah melanggar ketentuan WTO pada GATT 1994 Artikel XI:1 dan harus mengubah 18 ketentuan dari kebijakannya agar sesuai dengan ketentuan WTO. Dalam merespon kekalahan ini Indonesia telah memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan WTO pada Badan Banding WTO pada 17 Februari 2017 yang prosesnya hingga sekarang masih berlanjut, upaya banding ini sebagai wujud dari hak Indonesia untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya.
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